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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang 

Mengakibatkan Meninggal Dunia 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia 

merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang memiliki 

dampak serius baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam 

konteks Indonesia, fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan 

keselamatan transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari persoalan 

hukum pidana yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari 

pelaku. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung pada 

kematian menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik dan 

memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. 

Secara umum, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia terjadi sebagai akibat dari interaksi 

berbagai faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, 

dan faktor lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya faktor 

manusia menjadi penyebab dominan. Perilaku pengemudi yang 

tidak disiplin, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara 

dengan kecepatan tinggi, mengemudi dalam kondisi lelah atau di 
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bawah pengaruh alkohol, serta kurangnya kesadaran akan 

keselamatan berlalu lintas, merupakan penyebab utama terjadinya 

kecelakaan fatal. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya 

budaya tertib berlalu lintas masih menjadi persoalan utama dalam 

sistem transportasi di Indonesia. 

Berdasarkan data nasional, jumlah kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Data 

Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa 

tahun terakhir jumlah kecelakaan lalu lintas berkisar antara 130.000 

hingga 150.000 kejadian per tahun. Dari jumlah tersebut, korban 

meninggal dunia mencapai angka yang signifikan, yakni sekitar 

25.000 hingga 30.000 jiwa setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada 

tahun 2022 tercatat sekitar 139.000 kasus kecelakaan lalu lintas 

dengan korban meninggal dunia lebih dari 26.000 orang. Pada tahun 

2023, angka kecelakaan lalu lintas masih berada pada kisaran yang 

sama, dengan korban meninggal dunia tetap tinggi meskipun 

terdapat upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Angka ini 

menunjukkan bahwa rata-rata setiap hari terdapat puluhan hingga 

ratusan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia. 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia 

umumnya melibatkan kendaraan bermotor roda dua sebagai pihak 

yang paling rentan. Sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan 
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di Indonesia, sehingga tingkat keterlibatannya dalam kecelakaan 

lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, korban kecelakaan juga 

didominasi oleh kelompok usia produktif, yang secara tidak 

langsung berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya 

menimbulkan kerugian individu, tetapi juga berdampak pada 

produktivitas nasional. 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia 

dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur 

tertentu, khususnya adanya kelalaian yang menyebabkan hilangnya 

nyawa orang lain. Dalam praktik penegakan hukum, perkara 

kecelakaan lalu lintas biasanya diawali dengan proses penyelidikan 

dan penyidikan oleh kepolisian untuk menentukan apakah terdapat 

unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Proses ini melibatkan 

pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis teknis 

terhadap kronologi kecelakaan. 

Apabila ditemukan adanya unsur pidana, perkara akan 

dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan 

kemudian diperiksa di pengadilan. Dalam tahap persidangan, hakim 

akan menilai apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak 

pidana, khususnya unsur kelalaian, serta menentukan bentuk dan 

tingkat pertanggungjawaban pidana yang harus dijatuhkan. Dalam 

banyak kasus, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang 
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meringankan dan memberatkan, seperti sikap pelaku setelah 

kejadian, adanya perdamaian dengan keluarga korban, serta kondisi 

sosial ekonomi pelaku. 

Meskipun secara normatif kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang serius, 

dalam praktiknya terdapat kecenderungan bahwa perkara tersebut 

tidak selalu diselesaikan melalui proses peradilan pidana secara 

penuh. Tidak jarang terjadi penyelesaian perkara melalui 

pendekatan kekeluargaan atau perdamaian antara pelaku dan 

korban. Pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial 

dan budaya masyarakat yang mengedepankan musyawarah dan 

penyelesaian secara damai. Namun demikian, pendekatan tersebut 

menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi 

dapat memberikan keadilan bagi para pihak, tetapi di sisi lain 

berpotensi mengurangi efek jera dan kepastian hukum. 

Praktik penegakan hukum juga ditemukan adanya variasi 

dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu 

lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Beberapa putusan 

pengadilan menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi pidana penjara, 

sementara dalam kasus lain pelaku hanya dijatuhi pidana bersyarat 

atau pidana denda. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan 

penafsiran hakim terhadap tingkat kesalahan dan tingkat 

pertanggungjawaban pidana pelaku. Kondisi ini juga menunjukkan 
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bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara kecelakaan lalu 

lintas masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan 

kepastian hukum. 

Sudut pandang sosiologis, tingginya angka kecelakaan lalu 

lintas yang mengakibatkan kematian juga mencerminkan rendahnya 

tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna jalan yang 

masih mengabaikan aturan lalu lintas dan menganggap pelanggaran 

sebagai hal yang biasa. Selain itu, faktor penegakan hukum yang 

belum optimal juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan 

masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini menunjukkan 

bahwa upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas tidak hanya 

memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga peningkatan 

kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. 

Konteks kebijakan hukum, pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, antara 

lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penegakan 

hukum yang lebih ketat, serta kampanye keselamatan berlalu lintas. 

Namun demikian, hasil yang dicapai masih belum optimal, 

sebagaimana terlihat dari masih tingginya angka kecelakaan dan 

korban meninggal dunia setiap tahunnya. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi 

dalam menangani permasalahan ini. 
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Gambaran umum perkara kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan meninggal dunia menunjukkan bahwa permasalahan 

ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga 

melibatkan faktor sosial, budaya, dan kebijakan publik. Tingginya 

angka kecelakaan dan korban meninggal dunia menunjukkan bahwa 

diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan dalam 

meningkatkan keselamatan lalu lintas serta menegakkan hukum 

secara konsisten. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji 

secara lebih mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana 

diterapkan dalam kasus-kasus tersebut, sehingga dapat memberikan 

kontribusi dalam perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di 

Indonesia. 

 

4.1.2. Pengaturan Normatif Pertanggungjawaban Pidana Dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan, Dan Unsur Kesalahan (Kelalaian) Dalam 

Kecelakaan Lalu Lintas 

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara khusus diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Undang-undang ini merupakan bentuk pengaturan 

hukum yang bersifat khusus dalam bidang lalu lintas, yang tidak 

hanya mengatur aspek administratif dan teknis, tetapi juga memuat 
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ketentuan pidana sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban 

dan keselamatan di jalan raya. Dalam konteks hukum pidana, 

pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, khususnya 

keselamatan jiwa manusia sebagai salah satu hak yang paling 

fundamental. 

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana dalam 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 

diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan ini menegaskan bahwa 

setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 

lalu lintas dengan korban meninggal dunia dapat dikenai sanksi 

pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Rumusan norma 

tersebut menunjukkan bahwa dasar utama pertanggungjawaban 

pidana dalam kecelakaan lalu lintas adalah adanya unsur kesalahan 

dalam bentuk kelalaian. Dengan demikian, tidak setiap kecelakaan 

lalu lintas yang mengakibatkan kematian secara otomatis 

menimbulkan pertanggungjawaban pidana, melainkan harus terlebih 

dahulu dibuktikan adanya kelalaian dari pelaku. 

Pengaturan ini juga mencerminkan adanya diferensiasi tingkat 

akibat dalam kecelakaan lalu lintas. Undang-undang membedakan 

antara kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan ringan, luka 

ringan, luka berat, hingga meninggal dunia, dengan konsekuensi 
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pidana yang berbeda. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, 

semakin berat pula sanksi pidana yang dikenakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menerapkan 

prinsip proporsionalitas dalam penentuan sanksi pidana, yaitu 

menyesuaikan berat-ringannya pidana dengan tingkat akibat yang 

ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

dalam kaitannya dengan sistem hukum pidana nasional harus 

dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana 

yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum pidana, 

termasuk asas legalitas, asas kesalahan, dan asas 

pertanggungjawaban pidana. Meskipun undang-undang ini bersifat 

khusus, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka umum 

hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, termasuk dalam hal penafsiran unsur kesalahan dan 

pembuktian di persidangan. 

Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan meninggal dunia pada umumnya berbentuk 

kelalaian atau kealpaan. Kelalaian dalam hukum pidana dipahami 

sebagai sikap kurang hati-hati atau kurang memperhatikan 

kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang dalam 

situasi tertentu. Dalam konteks lalu lintas, setiap pengguna jalan 

memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan lalu lintas 
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dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain. Pelanggaran 

terhadap kewajiban ini, yang kemudian mengakibatkan kecelakaan 

dengan korban meninggal dunia, merupakan dasar bagi timbulnya 

pertanggungjawaban pidana. 

Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, seperti mengemudi dengan kecepatan yang 

melebihi batas yang ditentukan, tidak mematuhi rambu lalu lintas, 

tidak menjaga jarak aman, atau tidak memperhatikan kondisi jalan 

dan lingkungan sekitar. Selain itu, kelalaian juga dapat berupa 

tindakan mengemudi dalam kondisi yang tidak layak, seperti dalam 

keadaan lelah, mengantuk, atau di bawah pengaruh alkohol. Semua 

bentuk perilaku tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap 

standar kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi oleh setiap 

pengemudi. 

Pembuktian unsur kelalaian menjadi salah satu aspek yang 

paling krusial dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Hal ini 

disebabkan karena kelalaian merupakan unsur yang bersifat 

subjektif, sehingga memerlukan penilaian yang cermat berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Aparat penegak hukum, 

baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, harus mampu 

membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang tidak 

sesuai dengan standar kehati-hatian yang seharusnya, dan bahwa 
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perbuatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan 

terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat 

merupakan unsur penting dalam menentukan adanya 

pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, 

harus dapat dibuktikan bahwa kematian korban merupakan akibat 

langsung dari kelalaian pelaku. Apabila tidak terdapat hubungan 

kausalitas yang jelas, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat 

dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap 

kronologi kejadian, kondisi kendaraan, kondisi jalan, serta faktor-

faktor lain yang memengaruhi terjadinya kecelakaan menjadi sangat 

penting dalam proses pembuktian. Selain itu, dalam menentukan 

adanya kelalaian, juga perlu diperhatikan adanya kemungkinan 

kontribusi dari faktor lain, seperti kesalahan korban atau kondisi 

eksternal yang berada di luar kendali pelaku. Dalam beberapa kasus, 

kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, 

sehingga penentuan tingkat kesalahan pelaku menjadi lebih 

kompleks. Dalam situasi seperti ini, hakim harus melakukan 

penilaian secara objektif dan proporsional untuk menentukan sejauh 

mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan 

berbagai faktor dalam menjatuhkan pidana, termasuk faktor yang 
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meringankan dan memberatkan. Faktor meringankan dapat berupa 

sikap kooperatif pelaku, adanya penyesalan, atau adanya 

perdamaian dengan keluarga korban. Sementara itu, faktor 

memberatkan dapat berupa tingkat kelalaian yang tinggi, 

pelanggaran berat terhadap peraturan lalu lintas, atau akibat yang 

ditimbulkan yang sangat serius. Pertimbangan ini menunjukkan 

bahwa sistem pemidanaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas 

tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

keadilan substantif. 

Perkembangan hukum pidana modern, terdapat 

kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan 

restoratif dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. 

Meskipun secara normatif perbuatan tersebut merupakan tindak 

pidana, dalam praktik sering kali terjadi penyelesaian melalui 

perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menekankan 

pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara para pihak. 

Namun demikian, penerapan pendekatan ini harus tetap 

memperhatikan kepentingan umum dan tidak mengabaikan prinsip 

pertanggungjawaban pidana. 

Pengaturan normatif pertanggungjawaban pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia 

merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang 
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serius. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini didasarkan pada 

adanya unsur kesalahan dalam bentuk kelalaian, yang harus 

dibuktikan secara cermat dalam proses peradilan. Kompleksitas 

dalam pembuktian unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat 

menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara kecelakaan 

lalu lintas memerlukan ketelitian, objektivitas, dan kepekaan 

terhadap nilai keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang 

mendalam terhadap pengaturan normatif dan konsep kesalahan 

menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa 

pertanggungjawaban pidana diterapkan secara tepat dan adil. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban 

Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan menunjukkan adanya upaya negara untuk 

memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia 

sebagai kepentingan hukum yang paling fundamental. Dalam 

kerangka hukum pidana, hilangnya nyawa seseorang akibat 
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kecelakaan lalu lintas tidak semata-mata dipandang sebagai 

peristiwa yang bersifat kebetulan, tetapi dapat menjadi peristiwa 

hukum yang menimbulkan konsekuensi pidana apabila terdapat 

unsur kesalahan dari pelaku. 

Secara normatif, ketentuan mengenai pertanggungjawaban 

pidana tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (4), yang menegaskan 

bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dapat dikenai 

pidana penjara dan/atau denda. Rumusan norma ini menunjukkan 

bahwa dasar utama pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan 

lalu lintas adalah adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian. Dengan 

demikian, unsur kesalahan menjadi titik sentral dalam menentukan 

apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau 

tidak. 

Perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak 

dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu 

adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, 

dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks 

kecelakaan lalu lintas, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan 

mengemudikan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar kehati-

hatian yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sifat 

melawan hukum tercermin dari pelanggaran terhadap peraturan lalu 

lintas, baik yang bersifat tertulis maupun yang hidup dalam 
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masyarakat. Sementara itu, kesalahan dalam bentuk kelalaian 

menjadi dasar utama dalam membebankan pertanggungjawaban 

pidana kepada pelaku. 

Kelalaian sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan kesengajaan. Dalam 

kelalaian, pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi 

akibat tersebut timbul karena kurangnya kehati-hatian atau 

kurangnya perhatian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya 

dipenuhi. Dalam konteks lalu lintas, setiap pengemudi memiliki 

kewajiban untuk mengemudikan kendaraannya secara hati-hati dan 

mematuhi peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban 

ini menunjukkan adanya kelalaian yang dapat menimbulkan 

pertanggungjawaban pidana apabila mengakibatkan kerugian, 

termasuk kematian. 

Pembuktian unsur kelalaian dalam praktik penegakan hukum 

tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena kelalaian 

merupakan unsur yang bersifat subjektif dan memerlukan penilaian 

yang cermat terhadap fakta-fakta yang terjadi. Aparat penegak 

hukum harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah melakukan 

perbuatan yang tidak sesuai dengan standar kehati-hatian yang 

seharusnya, serta bahwa perbuatan tersebut memiliki hubungan 

sebab akibat dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia. 
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Hubungan sebab akibat atau kausalitas merupakan unsur yang 

sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. 

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, harus dapat dibuktikan bahwa 

kematian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku. 

Apabila terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam 

menyebabkan kecelakaan, maka pertanggungjawaban pidana pelaku 

dapat menjadi tidak jelas atau bahkan tidak dapat dibebankan. Oleh 

karena itu, analisis terhadap kronologi kejadian, kondisi jalan, 

kondisi kendaraan, serta perilaku korban menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dalam proses pembuktian. 

Selain itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, 

juga perlu diperhatikan adanya kemungkinan kesalahan dari pihak 

lain, termasuk korban sendiri. Dalam beberapa kasus, kecelakaan 

lalu lintas terjadi akibat kontribusi dari berbagai pihak, sehingga 

penentuan tingkat kesalahan pelaku menjadi lebih kompleks. Dalam 

situasi seperti ini, hakim harus melakukan penilaian secara objektif 

dan proporsional untuk menentukan sejauh mana pelaku dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

juga menunjukkan adanya diferensiasi sanksi pidana berdasarkan 

tingkat akibat yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan kematian dikenakan sanksi yang lebih berat 

dibandingkan dengan kecelakaan yang hanya menimbulkan luka 
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atau kerusakan. Hal ini mencerminkan prinsip proporsionalitas 

dalam hukum pidana, yaitu bahwa berat-ringannya pidana harus 

sebanding dengan berat-ringannya akibat yang ditimbulkan oleh 

perbuatan pelaku. 

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, sering 

kali ditemukan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 

meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, pelaku dijatuhi pidana 

penjara, sementara dalam kasus lain pelaku hanya dijatuhi pidana 

bersyarat atau pidana denda. Perbedaan ini menunjukkan adanya 

variasi dalam penafsiran hakim terhadap tingkat kesalahan dan 

tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku. Kondisi ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. 

Selain faktor yuridis, pertanggungjawaban pidana dalam 

kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis. 

Dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai kekeluargaan dan 

musyawarah masih sangat kuat, sehingga penyelesaian perkara 

kecelakaan lalu lintas sering dilakukan melalui pendekatan 

perdamaian. Dalam banyak kasus, pelaku dan keluarga korban 

mencapai kesepakatan damai yang kemudian memengaruhi proses 

hukum yang berjalan. Pendekatan ini dapat memberikan solusi yang 

lebih cepat dan mengurangi konflik sosial, namun di sisi lain juga 
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menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum 

pidana. 

Perkembangan hukum pidana modern, pendekatan keadilan 

restoratif mulai banyak digunakan dalam penanganan perkara 

kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan 

kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam 

konteks ini, pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat 

pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki 

hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. 

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang 

mengakibatkan kematian harus dilakukan dengan hati-hati, agar 

tidak mengabaikan kepentingan umum dan prinsip keadilan. 

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga harus dilihat dalam kaitannya 

dengan sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan, termasuk 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. 

Pembaruan hukum pidana menunjukkan adanya perubahan 

paradigma yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan 

perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas 

harus mempertimbangkan tidak hanya aspek kepastian hukum, 

tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan. 
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Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan 

adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap 

korban dan perlindungan terhadap pelaku. Namun demikian, dalam 

praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, baik dalam hal 

pembuktian unsur kesalahan, penentuan hubungan sebab akibat, 

maupun konsistensi dalam penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena 

itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas 

penegakan hukum, termasuk melalui peningkatan profesionalitas 

aparat penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat. Pembahasan ini menunjukkan bahwa 

pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas merupakan 

isu yang kompleks dan multidimensional. Pengaturan yang ada telah 

memberikan dasar hukum yang cukup jelas, namun 

implementasinya masih memerlukan perbaikan agar dapat 

mewujudkan keadilan yang substantif dan memberikan 

perlindungan yang optimal bagi masyarakat. 

 

4.2.2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban 

Meninggal Dunia Dalam Praktik Penegakan Hukum Di 

Indonesia 
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Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 

dalam praktik penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan 

dinamika yang kompleks, karena melibatkan interaksi antara norma 

hukum, aparat penegak hukum, serta kondisi sosial masyarakat. 

Secara normatif, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana 

telah dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-

undangan, namun dalam praktiknya terdapat berbagai faktor yang 

memengaruhi bagaimana norma tersebut diterapkan di lapangan. 

Proses penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas pada umumnya dimulai dari tahap 

penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Pada tahap ini, aparat 

kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

apakah suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana atau tidak. Penentuan tersebut didasarkan 

pada hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, serta 

analisis terhadap kronologi kejadian. Dalam praktiknya, tidak semua 

kecelakaan lalu lintas langsung diproses sebagai perkara pidana, 

karena aparat harus terlebih dahulu memastikan adanya unsur 

kesalahan dalam bentuk kelalaian dari pelaku. 

Tahap penyidikan, penyidik berupaya mengumpulkan alat 

bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian dan hubungan 

sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. 
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Namun demikian, pembuktian unsur kelalaian sering kali 

menghadapi kendala, terutama karena sifatnya yang tidak selalu 

terlihat secara langsung. Dalam banyak kasus, kecelakaan lalu lintas 

terjadi dalam waktu singkat dan tanpa saksi yang memadai, 

sehingga penyidik harus mengandalkan bukti tidak langsung dan 

rekonstruksi kejadian. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan 

penafsiran dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai kelalaian atau tidak. 

Setelah tahap penyidikan, perkara dilanjutkan ke tahap 

penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa 

memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara 

dan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk diajukan ke 

pengadilan. Dalam praktiknya, jaksa juga mempertimbangkan 

berbagai aspek, termasuk kekuatan pembuktian dan kemungkinan 

keberhasilan pembuktian di persidangan. Tidak jarang terjadi bahwa 

perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak 

dilanjutkan ke pengadilan karena dianggap tidak cukup bukti atau 

karena adanya penyelesaian di luar pengadilan. 

Tahap persidangan, hakim memiliki peran sentral dalam 

menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana. Hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan, 

termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti lain yang 

relevan. Dalam menilai unsur kesalahan, hakim tidak hanya melihat 
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perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang 

melatarbelakangi terjadinya kecelakaan. Penilaian ini bersifat 

kasuistis, sehingga sangat bergantung pada fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan. 

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam praktik 

penegakan hukum adalah adanya variasi dalam putusan pengadilan 

terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, pelaku dijatuhi pidana 

penjara dengan masa hukuman yang relatif berat, sementara dalam 

kasus lain pelaku hanya dijatuhi pidana ringan atau bahkan pidana 

bersyarat. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam 

penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan pelaku dan tingkat 

pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan. 

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum juga sering 

ditemukan adanya pengaruh faktor non-yuridis dalam penjatuhan 

putusan. Faktor-faktor seperti sikap pelaku setelah kejadian, adanya 

perdamaian dengan keluarga korban, serta kondisi sosial ekonomi 

pelaku sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis 

dan berat pidana. Dalam banyak kasus, adanya perdamaian antara 

pelaku dan korban menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan 

pidana yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik 

penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, 

tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. 
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Pendekatan perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan 

menjadi salah satu fenomena yang cukup dominan dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelaku dan 

keluarga korban memilih untuk menyelesaikan perkara secara 

kekeluargaan, dengan pertimbangan untuk menghindari proses 

hukum yang panjang dan melelahkan. Pendekatan ini sering kali 

didasarkan pada nilai-nilai sosial yang mengedepankan musyawarah 

dan penyelesaian konflik secara damai. Namun demikian, 

pendekatan ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum 

pidana, karena dapat mengurangi efek jera dan kepastian hukum. 

Peran keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam 

penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Keadilan restoratif 

menekankan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi 

antara pelaku dan korban, sehingga dapat memberikan solusi yang 

lebih humanis. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif 

dalam perkara yang mengakibatkan kematian harus dilakukan 

dengan hati-hati, karena menyangkut kepentingan yang lebih luas, 

yaitu perlindungan terhadap nyawa manusia. 

Faktor kelembagaan juga memengaruhi penerapan 

pertanggungjawaban pidana dalam praktik. Keterbatasan sumber 

daya manusia dan sarana prasarana dalam penegakan hukum dapat 

menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan pembuktian. Selain 

itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor 
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penting dalam menentukan efektivitas penanganan perkara. 

Ketidaksinkronan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan 

dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penegakan 

hukum. 

Penerapan pertanggungjawaban pidana dari perspektif hukum 

pidana modern dalam perkara kecelakaan lalu lintas seharusnya 

tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada 

pencegahan dan perbaikan perilaku. Namun demikian, dalam 

praktiknya, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa efek jera dari sanksi 

pidana masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa 

penegakan hukum pidana belum mampu memberikan dampak yang 

signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Selain itu, terdapat juga permasalahan terkait dengan konsistensi 

penerapan hukum. Perbedaan dalam penafsiran dan penerapan 

norma hukum oleh aparat penegak hukum dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan menimbulkan 

persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara adil. 

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 

dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi 

berbagai tantangan. Meskipun secara normatif pengaturan telah 
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cukup jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai 

kendala, baik dalam hal pembuktian unsur kesalahan, pengaruh 

faktor sosial, maupun konsistensi dalam penjatuhan putusan. 

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas memerlukan pendekatan yang lebih 

komprehensif dan terintegrasi. Diperlukan peningkatan 

profesionalitas aparat penegak hukum, perbaikan sistem 

pembuktian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain 

itu, perlu juga dilakukan upaya untuk menyeimbangkan antara 

kepentingan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam 

penegakan hukum pidana, sehingga dapat tercapai tujuan hukum 

yang lebih optimal. 

 

4.2.3. Faktor Yuridis Dan Sosiologis Yang Memengaruhi 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu 

Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Serta 

Upaya Pembaruan Atau Penguatan Penegakan Hukumnya 

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu 

lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan 

hasil dari interaksi antara norma hukum yang berlaku dengan 

kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Dalam 

praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya 

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi 
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juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yuridis dan sosiologis yang 

saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk memahami secara 

komprehensif bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan 

dalam perkara kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan analisis 

terhadap faktor-faktor tersebut serta upaya yang dapat dilakukan 

untuk memperkuat penegakan hukum. 

Salah satu faktor utama yang memengaruhi 

pertanggungjawaban pidana adalah kejelasan dan kelengkapan 

norma hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas. Meskipun 

pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah 

memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai 

pertanggungjawaban pidana, dalam praktik masih terdapat ruang 

interpretasi yang cukup luas, terutama dalam hal penentuan unsur 

kelalaian. Kelalaian sebagai bentuk kesalahan memiliki karakteristik 

yang tidak selalu dapat diukur secara pasti, sehingga penilaiannya 

sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Kondisi 

ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum, 

yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam 

putusan pengadilan. 

Faktor yuridis lain yang memengaruhi adalah hubungan antara 

peraturan khusus di bidang lalu lintas dengan ketentuan umum 

dalam hukum pidana. Meskipun secara prinsip hukum yang bersifat 

khusus harus diutamakan, dalam praktik sering terjadi kebingungan 
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dalam menentukan dasar hukum yang tepat, terutama ketika 

terdapat irisan antara ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas 

dan ketentuan dalam hukum pidana umum. Ketidakjelasan ini dapat 

memengaruhi proses penegakan hukum, baik dalam tahap 

penyidikan maupun dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di 

pengadilan. 

Faktor yuridis lainnya yang tidak kalah penting adalah sistem 

pembuktian dalam hukum acara pidana. Pembuktian unsur kelalaian 

dan hubungan sebab akibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas 

sering kali menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan alat 

bukti dan saksi. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi secara tiba-

tiba, sehingga tidak selalu terdapat saksi yang dapat memberikan 

keterangan secara lengkap. Selain itu, analisis teknis terhadap 

penyebab kecelakaan memerlukan keahlian khusus, sehingga sering 

kali bergantung pada keterangan ahli. Ketergantungan pada bukti 

tidak langsung ini dapat memengaruhi tingkat keyakinan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. 

Faktor sosiologis juga memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara 

kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktor yang paling dominan adalah 

budaya hukum masyarakat yang masih cenderung menganggap 

kecelakaan lalu lintas sebagai musibah, bukan sebagai peristiwa 

hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. 
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Pandangan ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat, baik dari pihak pelaku maupun korban, sehingga proses 

penegakan hukum sering kali tidak berjalan secara optimal. 

Nilai-nilai sosial yang mengedepankan penyelesaian secara 

kekeluargaan juga memengaruhi penerapan pertanggungjawaban 

pidana. Dalam banyak kasus, pelaku dan keluarga korban memilih 

untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dengan 

pertimbangan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. 

Pendekatan ini memiliki nilai positif dalam menjaga keharmonisan 

sosial, namun di sisi lain dapat mengurangi efektivitas penegakan 

hukum pidana. Hal ini karena penyelesaian di luar pengadilan dapat 

mengurangi efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan kepastian 

hukum yang jelas. 

Faktor ekonomi juga turut memengaruhi pertanggungjawaban 

pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa kasus, 

kemampuan ekonomi pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada 

korban dapat memengaruhi proses hukum yang berjalan. Pelaku 

yang memiliki kemampuan ekonomi lebih cenderung dapat 

menyelesaikan perkara melalui perdamaian, sementara pelaku yang 

tidak mampu secara ekonomi lebih berpotensi menghadapi proses 

hukum yang lebih panjang. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan 

dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi rasa 

keadilan dalam masyarakat. 
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Faktor kelembagaan juga menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu 

lintas. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta 

koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menjadi hambatan 

dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali 

dihadapkan pada beban kerja yang tinggi, sehingga tidak semua 

perkara dapat ditangani secara optimal. Selain itu, kurangnya 

pelatihan dan pemahaman teknis mengenai penanganan kecelakaan 

lalu lintas juga dapat memengaruhi kualitas penyidikan dan 

pembuktian. 

Upaya dalam menghadapi berbagai faktor yang memengaruhi 

pertanggungjawaban pidana tersebut, diperlukan pembaruan dan 

penguatan penegakan hukum yang bersifat komprehensif. Dari sisi 

yuridis, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi untuk memberikan 

kejelasan yang lebih tegas mengenai unsur-unsur tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas, khususnya terkait dengan standar kelalaian. 

Selain itu, diperlukan harmonisasi antara peraturan khusus di bidang 

lalu lintas dengan hukum pidana umum, agar tidak terjadi tumpang 

tindih dalam penerapannya. 

Aspek penegakan hukum, perlu dilakukan peningkatan 

kapasitas aparat penegak hukum, baik melalui pelatihan maupun 

peningkatan sarana dan prasarana. Penggunaan teknologi dalam 

penanganan kecelakaan lalu lintas, seperti rekaman kamera 
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pengawas dan analisis forensik kecelakaan, dapat membantu 

meningkatkan kualitas pembuktian dan mengurangi ketergantungan 

pada keterangan saksi. Selain itu, peningkatan koordinasi antar 

lembaga penegak hukum juga menjadi hal yang penting untuk 

memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif 

dan efisien. 

Aspek sosiologis, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi 

mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas dan konsekuensi 

hukum dari pelanggaran lalu lintas. Perubahan budaya hukum 

masyarakat menjadi lebih tertib dan patuh terhadap peraturan lalu 

lintas merupakan salah satu kunci dalam menekan angka kecelakaan 

lalu lintas. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat tetap 

digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun harus 

diatur secara jelas agar tidak mengabaikan prinsip 

pertanggungjawaban pidana. 

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu 

lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek yuridis 

maupun sosiologis. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang 

efektif dan berkeadilan, diperlukan upaya pembaruan hukum dan 

penguatan penegakan hukum yang melibatkan berbagai pihak. 

Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi menjadi kunci 
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dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga dapat tercipta sistem 

hukum yang mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi 

masyarakat sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak. 


